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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 Sebagai akhir dari pembahasan secara menyeluruh yang telah 

dikemukakan dalam skripsi ini tentang Perlindungan Hukum Terhadap 

Pekerja Dari Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit maka dapat ditarik 

kesimpulan perlindungan yang diberikan perusahan terhadap hak-hak 

pekerja/buruh yaitu perlindungan tersebut dimulai dengan adanya kewajiban, 

bahwa perusahaan harus berbadan hukum. Pendapatan pekerja/buruh dari hasil 

pekerjaannya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dari hasil 

pekerjaannya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan 

keluarganya secara wajar, yang meliputi makanan dan minuman, sandang, 

perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. 

 Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja, maka hal ini merupakan 

masalah yang sangat komplek karena akan berkaitan  dengan kesehatan kerja, 

keselamatan kerja, upah, kesejahteraan, dan jamsostek. Perlindungan kerja 

terhadap tenaga kerja/buruh merupakan sesuatu yang mutlak dalam pemborongan 

pekerjaan dan perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan 

memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak 

asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui 

norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.  
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B. SARAN  

 Saran dari skripsi ini tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja 

Dari Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit maka penyususn memberikan saran 

bagi pemerintah sendiri seharusnya bertindak lebih tegas lagi terhadap persoalan 

perusahaan yang pailit terhadap memperlakuan tenaga kerjanya. Menurut 

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang, ketika perusahaan mengalami kepailitan peraturan 

tersebut lebih mengutamakan membayar pajak atau utang kepada negara 

sedangkan untuk pembayaran tenaga kerja diletakkan pada urutan kedua setelah 

pembayaran pajak dan utang pada negara terselesaikan. Maka berdasarakan pasal 

95 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

seharusnya perusahaan yang pailit harus mengutamakan pembayaran upah dan 

hak-hak pekerja/buruh dibandingkan dengan pembayaran utang lainnya. 

 Bagi masyarakat yang merupakan pekerja/buruh harus memahami isi dan 

maksud dari suatu perjanjian kerja, dimana perjanjian kerja tersebut dibuat oleh 

perusahaan dan disetujui oleh pekerja/buruh. Sebelum pekerja/buruh melakukan 

suatu pekerjaannya maka pekerja/buruh harus benar-benar memahami betul isi 

dan maksud suatu perjanjian kerja. 

 Penelitian selanjutnya ditujukan pada perusahaan agar perusahaan lebih 

selektif lagi dalam memilih pekerja/buruh, agar terciptanya suatu kerja yang 

harmonis dan adanya keseimbangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. 
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